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Bahwa Pemohon menerangkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 
2024 yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Menurut Pemohon, ada 
diskriminasi antara partai politik lama yang mendaftar kembali dengan partai baru yang 
mendaftar, walau proses yang dilewati untuk menjadi peserta pemilu relatif sama. 

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan a quo 
adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 UU 7/2017 
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah perlu mengaitkan dengan petitum 
Pemohon dalam permohonannya yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 
222 UU 7/2017 dimaknai “Persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi 
partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya”. 
Terhadap adanya petitum Pemohon demikian dan dikaitkan dengan kedudukan hukum 
Pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah dalam 
pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.6.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 
2022, mempertimbangkan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah (i) partai politik atau gabungan 
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partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk 
mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau 
menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. 
Selain itu, Mahkamah telah pula memutus perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017 yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik yaitu, antara lain, dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 
pada tanggal 29 September 2022. Mahkamah dalam putusan sebelumnya tersebut 
memberikan kedudukan hukum kepada partai politik sebagai pemohon dalam permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 karena pemohon tersebut adalah partai politik yang 
mempermasalahkan perihal jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi 
partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden. Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 
tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Mahkamah juga 
memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut belum pernah mengikuti Pemilu pada 
saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun yang dipersoalkannya 
pada saat itu adalah mengenai ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon 
Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Adapun Pemohon a quo tidak mempermasalahkan 
jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara bagi partai politik atau gabungan 
partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 
melainkan memohon kepada Mahkamah agar dirinya sebagai partai politik peserta Pemilu 
yang belum pernah mengikuti Pemilu pada periode sebelumnya menjadi dapat turut serta 
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, Pemohon sebagai partai 
politik yang belum pernah sebagai peserta Pemilu belumlah teruji akseptabilitas dan kualitas 
partai politik yang bersangkutan atas penilaian masyarakat dan hal ini tidak terlepas atau 
berpengaruh terhadap kualitas calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang 
diusulkannya. 

Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang 
menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah 
secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, adalah dimaksudkan untuk mengatur 
jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengikuti Pemilu 
sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan 
demikian, oleh karena Pemohon adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan 
Umum pada Pemilu sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti 
Pemilihan Umum pada Tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 
7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan 
telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka menurut Mahkamah, batasan/ketentuan 
dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon. Dalam kaitan dengan hal 
ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo telah mengajukan dissenting opinion sebagaimana 
pendiriannya pada putusan-putusan sebelumnya. 

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mempertimbangkan 
pokok permohonan, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menentukan 
persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mendasarkan 
pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya, tidaklah berarti menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik 
baru untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 
yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena Pemohon tetap dapat menggabungkan diri 
dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang 
batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 
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Bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, 
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena 
itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar 
putusannya Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) 

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat 1 (satu) orang hakim konstitusi yang 
memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai 
berikut: 

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon merupakan pihak yang memiliki 
kepentingan langsung terhadap proses dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan 
wakil presiden. Dalam hal ini, secara konstitusional, norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 
menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. 
Dalam beberapa kali pendapat berbeda (dissenting opinion) berkenaan dengan 
konstitusionalitas ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden, pada 
pokoknya, berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, seluruh partai politik yang 
telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum dalam satu 
periode pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon 
Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas 
menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), ketentuan 
lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh 
mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan 
calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut.  

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota 
Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, PKN telah ditetapkan sebagai salah satu partai 
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan demikian, secara konstitusional, tidak 
terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Artinya, sebagai partai politik 
peserta Pemilihan Umum 2024, tidak ada keraguan bagi Pemohon untuk mengajukan 
penilaian terhadap inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017.  

 Bahwa secara faktual, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam menilai 
konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, misalnya, Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 pada Paragraf [3.6.2], antara lain 
mempertimbangkan, “Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak 
yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 
UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; 
dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan diri atau 
dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik 
pendukung secara bersama-sama mengajukan permohonan”. Dengan demikian, setiap partai 
politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak kontitusional 
mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017. 

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan 
kedudukan hukumnya, Pemohon telah atau mampu menerangkan kualifikasinya sebagai 
partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum 
dan Sekretaris Jenderal. Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang 
dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di 
mana anggapan kerugian yang dimaksud timbul karena adanya kausalitas (causal verband) 
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antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon 
dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai partai politik 
peserta Pemilihan Umum 2024, jelas dan tidak ada keraguan bahwa Pemohon mengalami 
kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dalam mengajukan calon presiden dan wakil 
presiden dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Dengan demikian, terlepas dari 
terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan 
pengujian, seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi 
Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. 

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo, berkenaan dengan substansi permohonan, Hakim Konstitusi Saldi Isra 
tetap memiliki posisi hukum yang sama dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) 
sebelumnya dalam beberapa putusan ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 
dan hingga saat ini belum memiliki alasan untuk berubah atau bergeser pendirian, yaitu: 
adanya angka atau persentase ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden 
adalah bertentangan dengan UUD 1945, in casu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 

 
 


